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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah | No.1, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12110) Telepon: (021) 7264112 email: surat@atrbpn.go.id

Nomor  : PB.03.01/64-200.13/X/2025 Jakarta, 27 Oktober 2025
Sifat : Biasa

Lampiran : 7 (tujuh) Lembar

Hal : Undangan Rapat

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Undangan Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka percepatan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
ke dalam Sistem Online Single Submission (OSS), bersama ini kami mengundang
Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan
Integrasi RDTR ke dalam Sistem OSS, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025 v’

Waktu : 08.30 WIB - selesai

ID Zoom Meeting : 797 152 5864 v

Password : ATRBPN

Agenda : Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Integrasi

RDTR ke Dalam Sistem OSS

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir
tepat waktu melalui video conference. Bila Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih

lanjut terkait kehadiran dan pelaksanaan acara dapat menghubungi Sdri. Vani
(0878-8583-8281).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah
Wilayah I,

Rahma Julianti, S.T., M.Sc.
NIP 196907131996032003

Tembusan:
Direktur Jenderal Tata Ruang, di Jakarta.

_m_ o, .E Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan
¥ sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan
fitur 'Validasi Surat’ pada aplikasi Sentuh Tanahku

v 1.05
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Lampiran I
Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I

Nomor : PB.03.01/64-200.13/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025
DAFTAR UNDANGAN

Kementerian/Lembaga
A. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
1) Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan
Penanaman Modal; dan

2) Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal.

B. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

3) Ir. Sufrijadi, M.A., Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama,;

4) Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.A,
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I;

5) Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.B,
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I;

6) Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.C,
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I;

7) Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.D,
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I;

8) Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah LE,
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I;

9) Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I;

10) Kepala Bagian Program, Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat

Jenderal Tata Ruang;

11) Kepala Bagian Manajemen Risiko, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata
Ruang;

12) Ketua Kelompok Kerja Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal
Tata Ruang;

13) Ketua Kelompok Kerja Studio Peta, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata
Ruang;

14) Para Koordinator di Lingkungan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I; dan

15) Konsultan Individu ILASPP Dukungan Kegiatan Integrasi Backlog RDTR ke
OSS.

C. Tenaga Ahli

16) Reza Maulana Azhar S.T., Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah LA;

17) Dedek Satria S.T., Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah LA;

18) Irfan Herdiansyah S.T., Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah L.A;

19) Ginanjar Satio Sang Shoko, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah L.A;

20) Achmad Nashiruddin, S.P.W.K, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah LA;

21) Rody Nur Rochman S.T., Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.B;

22) Farida Rahmawati, S.T., Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.B;
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23) Muhammad Mukhlis Fauzi, S.P.W.K, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat
Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.B;

24) Yaya Suparya S.T. , Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah 1.B;

25) Rizcky Sepa Framudia, S.T., Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.B;

26) Aldirgo Turjoyono, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah 1.C;

27) Muhammad Dzulfikar, S.P.W.K, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.C;

28) Muhammad Faris Gymnastiar, S.P.W.K, Tenaga Ahli Individual
Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.C;

29) Indra Wicaksono, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.C;

30) Dadan Firdaus, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah 1.C;

31) Mhade Adi Wijaya, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah [.D;

32) I Gusti Agung Made Andika Wiratmaja, M.P.W.K, Tenaga Ahli Individual
Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.D;

33) Anissa Puspadina, S.P.W.K, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1.D;

34) Nurlinda, S.Geo, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah 1.D;

35) Indra Sugito, S.T., M.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah L.E;

36) Dastur Tri Martono, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah L.E;

37) Bagus Susilo Atmojo, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah L.E;

38) Greggy Sandy Samu-samu, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah LE;

39) Priscillia Agustina, S.T, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.LE; dan

40) Muhammad Dziqry Zulfikar, S.P.W.K, Tenaga Ahli Individual Subdirektorat
Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah LE.

II. Pemerintah Daerah
A. Provinsi Aceh

41) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Aceh;

42) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gayo Lues;

43) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bener Meriah;

44) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara;
dan

45) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sabang.

B. Provinsi Sumatera Utara
46) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera
Utara;
47) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
48) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias;
49) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan;
50) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo;
51) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi; dan
52) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematang Siantar.



C. Provinsi Sumatera Barat

53) Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera
Barat;

54) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh
Kota;

55) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam; dan

56) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang
Pariaman.

D. Provinsi Riau
57) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau;
58) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis;
dan

59) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

E. Provinsi Kepulauan Riau
60) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Provinsi
Kepulauan Riau.
61) Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Natuna; dan

62) Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Bintan.

F. Provinsi Jambi

63) Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi
Jambi;

64) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin;

65) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

66) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat;

67) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun;
dan

68) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo.

G. Provinsi Bengkulu

69) Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Bengkulu;

70) Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
Kabupaten Lebong;

71) Kepala Dinas Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten
Seluma; dan

72) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu
Tengah.

H. Provinsi Sumatera Selatan

73) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Tata Ruang, Provinsi
Sumatera Selatan;

74) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan;

75) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan
Komering Ilir;

76) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
Rawas;

77) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin;
dan

78) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi
Banyuasin.



I. Provinsi Lampung
79) Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Provinsi
Lampung; dan
80) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.

J. Provinsi Kalimantan Barat
81) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan
Barat;
82) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
dan

83) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

K. Provinsi Kalimantan Tengah

84) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan
Tengah;

85) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara;

86) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas;

87) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kotawaringin Timur;

88) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito
Selatan; dan

89) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya.

L. Provinsi Kalimantan Selatan
90) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan
Selatan;
91) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut; dan
92) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah
Bumbu.

M.Provinsi Kalimantan Utara

93) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;

94) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Malinau;

95) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan;
dan

96) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

N. Provinsi Kalimantan Timur
97) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Provinsi Kalimantan Timur;
98) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu;
99) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser
Utara; dan
100) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Samarinda.

O. Provinsi Sulawesi Utara
101) Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara;
102) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang
Mongondow; dan
103) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa
Utara.
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P. Provinsi Sulawesi Barat
104) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi
Barat; dan
105) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pasangkayu.

Q. Provinsi Sulawesi Tengah

106) Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi
Tengah;

107) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten Donggala;

108) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten Banggai;

109) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Morowali Utara; dan

110) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kabupaten Sigi.

R. Provinsi Sulawesi Selatan

111) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi
Sulawesi Selatan;

112) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu
Timur;

113) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros;

114) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto;

115) Kepala Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,;

116) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wajo; dan

117) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo.

S. Provinsi Sulawesi Tenggara

118) Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi
Sulawesi Tenggara,;

119) Kepala Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

120) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah;

121) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Konawe; dan

122) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe
Selatan.
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Lampiran II

Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah I

Nomor :PB.03.01/64-200.13/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

JADWAL ACARA
Jumat, 31 Oktober 2025

Waktu :SQ P ~ Agenda , wnbmbmmcn%,mimm

08.30 - 09.00 Registrasi Panitia dan Peserta

Arahan, Pembukaan dan
Monitoring dan Evaluasi Direktur Bina Perencanaan Tata
Percepatan Integrasi RDTR Ruang Daerah Wilayah I

ke dalam Sistem OSS

09.00 - 09.15

09.15 - 09.30 Diskusi dan Tanya Jawab Seluruh Peserta

Breakout Room 1 : Provinsi
Sumatera Selatan dan Sulawesi
Barat

Breakout Room 2 : Provinsi Jambi
dan Kalimantan Utara

Breakout Room 3 : Provinsi
Sumatera Utara dan Kepulauan
Bangka Belitung

Breakout Room 4 : Provinsi
Kalimantan Tengah dan Sulawesi
Utara

Breakout Room 5 : Provinsi
Bengkulu dan Sulawesi Tengah
Breakout Room 6 : Provinsi
Kalimantan Timur dan Lampung
Breakout Room 7 : Provinsi Aceh
dan Kalimantan Selatan
Breakout Room 8 : Provinsi
Kepulauan Riau dan Sulawesi
Selatan

Breakout Room 9 : Provinsi Riau
dan Kalimantan Barat

Breakout Room 10 : Provinsi
Sumatera Barat dan Sulawesi
Tenggara

Monitoring Progres Integrasi

09.30 - 11.00 RDTR Ke Dalam Sistem OSS

11.00 - 13.00 ISHOMA

Laporan Progres Percepatan 1) Kepala Subdirektorat Bina

. Perencanaan Tata  Ruang
13.00 - 15.00 Eﬁmmnmmp RDTR ke dalam Daerah Wilayah LA:
Sistem OSS

2) Kepala Subdirektorat Bina




Waktu (WIB) | ~ Agenda | Penanggungjawab
Perencanaan Tata  Ruang
Daerah Wilayah 1.B;
3) Kepala Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata  Ruang
Laporan Progres Percepatan Daerah Wilayah 1.C;
13.00 - 15.00 Integrasi RDTR ke dalam A.v Hﬂmﬁam Subdirektorat Bina
Sistem OSS Perencanaan Tata  Ruang
Daerah Wilayah 1.D; dan
5) Kepala Subdirektorat Bina
Perencanaan Tata  Ruang
Daerah Wilayah L.E.
Direktur Bina Perencanaan Tata
15.00 - 15.30 Penutupan

Ruang Daerah Wilayah I




